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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U T  U  S  A  N
Nomor  :  02/G/20 11/PTUN.Mdo. -

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  yang  memer iksa ,  

memutus  dan menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha Negara  pada  

t i ngka t   Per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  mengambi l  

Putusan  sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah  in i  da lam sengketa  

anta ra  :

N   a   m   a   :  I r .  YANNY WEKU

Kewarganegaraan  :  Indones ia

Peker j aa n    :  Swasta  /  se laku   Pemi l i k  

“Ne layan  Restauran t ”

     A l  a m a t               :  Kelu rahan   Kombos 

Timur  Lingkungan  I   Kecamatan

     Singk i l  Kota  Manado

     Dalam   ha l     in i    d iwak i l i    o leh  

Kuasa    Hukumnya 

     bernama     EDWIN    WILAR,   SH.  

kewarganegaraan

     Indones ia ,   peker j aan   Advokat   /  

Penasehat    Hukum,

     bera lamat     d i    Desa    Kalasey  

Satu     L ingkungan   I

     Kecamatan        Pine leng  

Kabupaten       Minahasa,

     berdasarkan   Sura t    Kuasa  

Subst i t u s i    Tangga l     01

     Pebruar i  2011 ;

     Selan ju tnya  

disebu t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ENGGUGAT;

    L     A     W     A     N

    Nama Jabatan    :  BUPATI   MINAHASA

    Tempat  kedudukan:  Ja lan   Dr .   Sam  Ratu lang i   No.  

333   Tondano 

   Kabupaten  Minahasa               

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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      Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  

Kuasanya  bernama :

1. JANCE 

SALAMBAUW,  SH,  

MH, 

kewarganegaraan

                                          Indones ia ,  

peker j aan    Advokat ,    bera lamat   pada 

                                          Kanto r   Hukum 

(Law Of f i ce )  Yance  Salambauw  &

                                          Rekan,    d i  

Ja lan    Dotu lo l ong    Lasut  No.  32  Lt .  I I  

                                          Kelu rahan  

Pinaesaan   Kecamatan   Wenang  Kota

                                          Manado ;

2.GEESJE. . . . . . . /

1.

2. GEESJE 

TOMBOKAN,  SH,  

kewarganegaraa

n

Indones ia ,       peker j aan  

Pegawai  Neger i    Sip i l  

   pada  Pemer in tah  Kabupaten  

Minahasa,   a lamat

                                              Ja lan  Dr.  

Sam Ratu lang i  No.  333 Tondano ;  

3. EDWIN 

RUMONDOR,  SH,  

kewarganegaraa

n

    Indones ia ,    peker j aan     Pegawai  

Neger i     Sip i l  

                                              pada  

Pemer in tah  Kabupaten  Minahasa,   a lamat

                                              Ja lan  Dr.  

Sam Ratu lang i  No.  333 Tondano ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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4. DANIEL 

RATAG,     SH,  

kewarganegaraa

n

                                              Indones ia ,  

peker j aan    Pegawai     Neger i    Sip i l  

         pada  Pemer in tah  Kabupaten  

Minahasa,  a lamat

        Ja lan  Dr.  Sam Ratu lang i  No.  333  

Tondano ;  

5. MEIKE 

TIWOW, 

SH,  

kewarganegaraa

n

    Indones ia ,    peker j aan     Pegawai  

Neger i     Sip i l  

    pada  Pemer in tah  Kabupaten  

Minahasa,  a lamat

    Ja lan  Dr.  Sam Ratu lang i  No.  333 

Tondano ;  

berdasarkan    Sura t    Kuasa    Khusus,  

te r t angga l

                                          11 Pebruar i  

2011 ;

          Selan ju t nya  

disebu t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ERGUGAT

;                

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  ;

-  Telah  membaca berkas  perkara  yang bersangku tan  ;  

-  Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado,   Nomor  :  02/Pen.MH/TUN/20 11/PTUN.Mdo.  

tangga l  19  Januar i  2011,  ten tang  Penunjukkan  Maje l i s  

Hakim ;

-  Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  Nomor  :  

02/Pen.PP/TUN/

   2011/PTUN.Mdo,    tangga l   19    Januar i    2011,  

ten tang    Penetapan   Har i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

   Pemer iksaan  Pers iapan  ;

- Telah    membaca     Sura t     Penetapan     Hakim 

Ketua     Maje l i s ,   Nomor  :

02/Pen.HS/TUN/20 11/PTUN.Mdo,  tangga l  02  Pebruar i  2011,  

ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;

- Telah  mendengar  para  pihak  yang  berperka ra  ;  

- Telah     memer iksa     bukt i - bukt i    sura t     dan 

mendengarkan    kete rangan

Saks i - saks i  para  pihak  dipe rs i dangan  ;

- Telah  memperhat i kan  sega la  sesuatunya  dalam 

pers idangan  ;

TENTANG.. . . . . . /  

2.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  berdasarkan  Sura t  

Gugatannya  te r t angga l  18  Januar i  2011 ,  yang  dida f t a r kan  

pada  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado,  

tangga l  18  Januar i  2011 ,  dengan  Regis te r  Nomor  :  

02/G/20 11/PTUN.Mdo.  dan  te l ah  disempurnakan /d i pe rba i k i  

tangga l  02  Pebruar i  2011,  mengajukan  gugatan  dengan  

dal i l - da l i l  sebaga i   ber i ku t  :

1. Bahwa Penggugat  se laku  Pemi l i k  “ NELAYAN RESTAURANT” 

dengan jen i s  usaha  Rumah Makan Sea Food ,  berdasarkan  

sewa/ i j i n  dan  sura t  keputusan  ya i t u  sebaga i  

ber i ku t  :  

a. Sewa  Tanah  dan  Penggunaan  Pera i ran ,  Nomor  :  

800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  2007,  

yang  dike lua r kan  oleh  Kepala  Dinas  Perhubungan  

dan  Telekomunikas i  Kabupaten   Minahasa,  dengan  

masa iz i n  ber laku  dar i  3  September  2007  s/d  3 

September  2022 ;  

b. I j i n  Usaha  Par iw i sa ta  Nomor  :  

18/PAR/RM.41/ I / 2 005 ,  tangga l  18  Januar i  2005,  

jen i s  usaha  :  Restoran ,  yang  dike lua r kan  oleh  

Kepala  Dinas  Par iw i sa ta  dan  Budaya  Kabupaten  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa  ;   

c . Sura t  Keputusan  Bupat i  Minahasa  Nomor  :  

1036/ IG /EKON/VI /2007 ,  tangga l  08  Jun i  2007,  

ten tang  Pember ian  I j i n  Gangguan ;   

d. Sura t  Rekomendas i  Nomor  :  620/KD- PP/400/2006 ,  

tangga l  16  Agustus  2006,  ten tang  Penggunaan  

Tanah  Ja lan  (Tembok  Penahan  Dan  Bahu  Ja lan )  

Untuk   Pembuatan  fas i l i t a s  Usaha  Rumah Makan 

(Perpan jangan)  ;   

e. Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Per tambangan  Dan 

Energ i  Kabupaten  Minahasa   Nomor  :  05  Tahun  

2004,  tangga l  26  Agustus  2004,  ten tang  

Pember ian  Sura t  Iz i n  Pengeboran  Ai r  Bawah Tanah  

(S IP)  Untuk  keper l uan  Usaha Rumah Makan di  Desa 

Kalasey  Satu  Kecamatan  Pine leng  kepada  Rumah 

Makan Nelayan  ;

2. Bahwa  adapun  Rumah  Makan  “ NELAYAN  RESTAURANT” 

te rsebu t ,  te r l e t a k  di  Ja lan  Raya  Tanawangko  Panta i  

Kalasey ,  Desa Kalasey  I  Kecamatan  Pine leng  Kabupaten  

Minahasa,  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

    Sebelah  Utara   :  dengan L a u t  ;

    Sebelah  Timur   :  dengan STEVEN MANUS ;

    Sebelah  Sela tan   :  dengan Ja lan  Raya ;

    Sebelah  Bara t   :  dengan SUDIR MAKALALANG ;

3.Bahwa. . . . . . . /  

3.

3.  Bahwa  sampai   dengan    sekarang    in i    keg ia tan  

usaha    rumah  makan

     “Ne layan  Restoran ”     masih    te tap     d i j a l ankan  

oleh     Penggugat     dan

    pener imaan  pajak  res to ran  oleh  negara  te rhadap  

Restoran  Nelayan  se la l u

    d ise to r  o leh  Penggugat  tanpa  ada  penundaan  dan  

tunggakan  ( seto ran

     pa jak    daerah    masa    pa jak  Nopember   2010  

se jumlah  Rp.  13.034 .068 , -

    te r l amp i r ) ;  

4.  Bahwa   tanpa    sepengetahuan    Penggugat ,     te rnya ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Tergugat     te lah

    member ikan   i j i n   kepada   p ihak   la i n   atau  pihak  

Pengembang/Pe laksana

    Reklamas i   Panta i   untuk   d ibangun /mend i r i k an    usaha  

Par iw i sa ta ,  Hote l ,

    Cot tagge ,  res to ran  ;  

    Terhadap    ha l    te rsebu t ,    bagi   Penggugat  

merasa     kebera tan ,   karena

     kese lu ruhan    rek lamas i   panta i   te rsebu t    d ia tas ,  

ada lah  te rmasuk  rumah

     makan   yang   berd i r i  “NELAYAN RESTAURANT”,  dan  

dibangun   dengan

     modal    cukup    besar    pu la    ser ta    menjad i  

tempat     usaha   penun jang

     par iw i sa ta  ;

5.  Bahwa  sura t  yang  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  (ob jek  

sengketa ) ,  je l as  sangat  

    merug ikan  kepent i ngan  dar i  Penggugat  yang  mempunyai  

sura t  keputusan ,

    i j i n   sewa   tanah ,   penggunaan   pera i r an   dan  usaha  

par iw i sa ta   (sesua i

    dengan  da l i l  pos i t a  po in t  1  d ia tas ) ,  dan  per lu  

dipe r t imbangkan  pula  ada lah

    ak iba t    penutupan    atau   mengosongkan    lokas i  

tempat      usaha     mi l i k

    Penggugat  yang  memperker j akan  banyak  tenaga  ker j a  

loka l / dae rah   akan

    berdampak  pada  penggangguran ,   ser ta   bag i  Nelayan  

pemasok  ikan  dar i

    daerah   sek i t a r  menjad i   te rhen t i .   Hal   mana  sesua i  

sura t   a quo  te rsebu t

    pa l i ng   lambat   1 (sa tu )   bu lan  se jak  sura t  te rsebu t  

d i t e rb i t k an  sudah  harus

    d ikosongkan  ;  

6. Bahwa  berdasarkan  dal i l  pos i t a  

po in t  4  te rsebu t   d ia tas ,  

Penggugat  ada lah  subyek  hukum dan 

sah  untuk  ber t i ndak  guna 

mengajukan  gugatan  a  quo  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Tergugat  yang  te l ah  mengeluarkan  

sura t  keputusan  Tata  Usaha Negara  

(ob jek  sengketa ) ,  yang  membawa 

ak iba t  hukum  ser ta  merasa  

kepent i ngan nya sangat  d i rug i kan  

bag i  para  Penggugat  ;  sesua i  

dengan  asas  “po in t  d ’ i n t e r es t ,  

po in t  d ’ac t i on  atau  “yang  

mempunya i  kepent i ngan  yang  dapat  

menggugat ”  ;

    Sesua i    dengan    keten tuan   pasa l   53  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  9

    Tahun  2004,   ten tang   Perubahan   atas  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun

    1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  

7.Bahwa. . . . . . . /  

4.

7.  Bahwa  Penggugat  pernah  mengi r imkan  Sura t  Nomor  :  

08/NLY/SP/ I / 2011 ,  

    tangga l  10  Januar i  2011,   per iha l   Penolakan  

Reklamas i ,   yang  d i tu j ukan

    kepada  Ketua  DPRD Minahasa,  d imana  pada  in t i n ya  

menyatakan  menolak

    untuk  mengosongkan  lokas i  usaha  Penggugat   untuk  

di j ad i kan  kawasan

    pembangunan  Reklamas i  Panta i  d i  Kawasan  Panta i  

Kalasey  ;

    Hal    yang    sama  pu la    ya i t u   aks i   peno lakan  

rek lamas i    d i l akukan   o leh

    Komuni tas  Pedul i  Laut ,  Asos ias i  Nelayan  Trad is i ona l  

(ANTRA),  Himpunan

    Pramuwisa ta  Indones ia  (HPI ) ,  Pemuda Bant i k  Kalasey  

dan Nor t  Sulawes i

    Waterspor t  Assoc ia t i on  (NSWA) ;  

8.  Bahwa   sura t   (ob jek  sengketa )   te rsebu t   yang  

di t e rb i t k an   o leh   Tergugat

    ada lah   merupakan  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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bers i f a t  :

    Konkri t :  Sura t   a  quo    te rsebu t     je l as  

t i dak   bers i f a t   abst rak ,   te tap i

  berwu jud   sesua i  apa yang  

di j e l a s kan /d i s ebu t kan  dalam  ob jek

  te rsebu t  ;

    Ind iv idua l  :  Sura t     te rsebu t    t i dak   d i tu j ukan  

untuk   umum,  te tap i     te lah

                        menyebutkan   nama  te r t en t u  

secara  je l as  ;  

    Final :  Sura t    yang    menjad i    ob jek    gugatan  

ada lah    secara    je l as

                        d i te r b i t k an   o leh   Badan  atau  

Pejaba t   Tata   Usaha    Negara

                        yang    melaksanakan     urusan  

pemer in tahan    berdasarkan

                        pera tu ran       perundang  -  

undangan       yang      ber laku      dan

                        menimbulkan    ak iba t   hukum 

bag i     seseorang   atau   badan

                        hukum   perda ta  ;

    (sesua i  pasa l  1 ayat  9 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009,  ten tang  Perubahan  Kedua atas  Undang- Undang  Nomor  

5 Tahun 1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara)  ;

9. Bahwa  Penggugat  baru  mengetahu i  dan  mendapat  sura t  

yang  menjad i  ob jek  sengketa  te rsebu t  pada  tanggal  27  

Desember  2011 .  Hal  demik ian  masih  memenuhi  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i ,  sebaga imana  d ia tu r  

da lam  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

10. Bahwa  perbua tan  Tergugat  menerb i t kan  sura t  yang  

menjad i  ob jek  gugatan  te rsebu t  sangat  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

khususnya  Pera tu ran  Daerah  Nomor  13  Tahun  2004,  

ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Minahasa  ten tang  Kewenangan    atas    jen i s  

pener imaan    pada  Dinas   Perhubungan   dan 

Telekomunikas i . . . . . . . /  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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5.

Telekomunikas i  Kabupaten  Minahasa  dan  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Minahasa  Nomor  10  Tahun  1999  ten tang  

Ret r i bus i  Iz i n  Gangguan  ;  ser ta  melanggar  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik  te ru tama  :   

    -  Asas  Akuntab i l i t a s      :  Penerb i t an    sura t  

a quo    (ob jek    sengketa )   

                                                 Tersebu t  

t i dak    d i l akukan  secara   t ransparan   

                                                 dan 

te rbuka ,      karena       t i dak       d i l akukan     

                                                 sos ia l i s

as i    maupun  pengumuman ser ta   ada      

                                                 ind i kas i  

te r j ad i nya       korups i ,      ko lus i    dan 

                                                 nepot i sm

e (KKN)  ;

-  Asas  Kepast i an  Hukum :  Penerb i t an    sura t     a  quo 

(ob jek    sengketa )  

                                            te rsebu t ,  

merupakan     keke l i r uan    seh ingga    

                                            mengak iba t

kan adanya  ket i dakpas t i a n  hukum

                                            pada pihak  

Penggugat  ;

-  Asas  Keterbukaan     :  Perbuatan  Terguga t  

menerb i t kan  sura t  a  quo

      (ob jek   sengketa )  

te rsebu t ,     t i dak    d i l akukan  

      pene l i t i a n  secara   te rbuka  

dan ju j u r  mengenai

                                            mempero leh  

in f o rmas i   ;

( Sehingga  hal  te rsebu t  te l ah   sesua i  pasa l  53  ayat  2  

huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara )  ;  

11. Bahwa menginga t  Sura t  (ob jek  sengketa )  pada  po in t  4,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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dimana  Penggugat  harus  mengosongkan  lokas i  te r sebu t  

secepatnya  pal i ng  lambat  1  (sa tu )  bu lan  se jak  sura t  

d i t e rb i t k an ,  maka  mohon  yang  te rho rmat  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Manado cq.  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa ,  mengadi l i  perkara  in i ,  dapat  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan Pelaksanaan  seper t i  

yang  dimaksud  sura t  te rsebu t       d ia tas ,  sampai  

Putusan  akan  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  ;  

( Sesua i  pasa l  67 Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara )  ;  

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  

mohon k i ranya  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Manado,  yang  memer iksa ,  mengadi l i   perkara  in i  agar  dapat  

memutuskan  yang amarnya  sebaga i   ber i ku t  :  

DALAM.. . . . . . /  

6.

DALAM HAL PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  ;

2. Memer in tahkan  Tergugat  (Bupat i  Minahasa)  untuk  

menunda  pe laksanaan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

100/11 /26 ,  tangga l  27  Desember  2010,  per iha l  

Pember i t ahuan  dan  per in t ah  untuk  mengosongkan  

lokas i  tempat  usaha  Rumah Makan  Nelayan  mi l i k  

Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2.  Menyatakan   bata l  atau  t i dak  sah  Sura t    Nomor   :  

100/11 /26 ,   tangga l    27

    Desember   2010,  per iha l  :  Pember i t ahuan ,  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  ;

3.  Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  untuk   mencabut  Surat  

Nomor   :  100/11 /26 ,

   tangga l  27  Desember   2010,  per i ha l  :  Pember i t ahuan  ;

4.  Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Apabi l a  Pengad i l an  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di t en tukan ,  para  pihak  datang  menghadap  masing- masing  

oleh  Kuasa  Hukumnya  dan  sesua i  keten tuan  pasa l  74  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  pemer iksaan  

sengketa  d iawal i  dengan  pembacaan  sura t  gugatan  yang  

te lah  disempurnakan  dan  pihak  Penggugat  menyatakan  

ber te tap  pada sura t  gugatannya  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  mela lu i  Kuasanya  te lah  mengajukan  Jawaban  

te r t angga l  17 Pebruar i  2011,   yang  is i nya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  pada  pasa l  67 ayat  (2 )  

mengatu r  bahwa  “Penggugat  dapat  mengajukan  

permohonan  agar  pe laksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  i t u  d i t unda  se lama  pemer iksaan  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  sedang  ber j a l an ,  sampai  ada  Putusan  

Pengad i l an  yang  mempero leh  kekua tan  hukum te tap ”  dan  

ayat  (4 )  mengatu r  bahwa  “Permohonan  penundaan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 )  :  a.  Dapat  

d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  

Penggugat  sangat  d i rug i kan  j i k a  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d iguga t  i t u  te tap  di l aksanakan  ;

2.Bahwa. . . . . . . /

7.

2. Bahwa memperhat i kan  keten tuan  pasa l  67  ayat  (2 )  dan  

dika i t k an  dengan  keten tuan  pasa l  67  ayat  (4 )  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  dapat  d ipahami  bahwa 

permohonan  penundaan  dapat  d ikabu l kan ,  apab i l a  

te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak ,  kepent i ngan  

Penggugat  sangat  d i rug i kan ,  ser ta  yang  di l aksanakan  

i t u  adalah  Keputusan  Tata  Usaha Negara ;

Dengan demik ian  maka per tanyaannya  ada lah  :

a. Apakah  objek  gugatan  yang  di te rb i t k an  Tergugat ,  

memenuhi  unsur  menimbulkan  suatu  keadaan  yang  

mendesak  ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-    Bahwa berdasarkan  da l i l  gugatan  Penggugat  pada  

pos i t a  angka  11,  dapat  d ike tahu i  bahwa  yang  

dimaksud  keadaan  mendesak  menuru t  vers i  Penggugat  

ada lah  karena  Penggugat  merasa  disu ruh  o leh  

Tergugat  untuk  dalam  waktu  1  (sa tu )  bu lan  te l ah  

mengosongkan  lokas i  yang  dia tasnya  te rduduk  Rumah 

Makan  Nelayan ,  sesua i  i j i n  yang  dike lua r kan  

Tergugat  No.  800/DPT/06 / IX /2007 ,  tangga l  03  

September  2007 ;

-    Bahwa berdasarkan  sura t  i j i n  te rsebu t  d ia tas ,  

dapat  d ipas t i k an  bahwa  yang  disu ruh  mengosongkan  

lokas i / l a han  sebaga imana  dimaksud  ada lah  DESMON T.  

RUMIMPUNU,  SH,  ha l  in i  karena  yang  bersangku tan  

ada lah  Pemegang  Sura t  I j i n  No.  800/DPT/06 /   IX /  

2007   yang  dibe r i kan  Terguga t .  Selan ju tnya  dar i  

sura t  i j i n  te r sebu t  pu la ,  dapat  juga  dike tahu i  

bahwa Pemegang  I j i n  yakn i  DESMON T.  RUMIMPUNU, SH 

pada  dasarnya  te l ah  mengetahu i  bahwa  Tergugat  

berhak  untuk  sewaktu - waktu  dapat  mencabut  i j i n  

yang  te l ah  dibe r i k an  apab i l a  Tergugat  merasa  per l u  

untuk  mempergunakan  lokas i / l a han  ser ta  pera i r an  

yang  dipaka i  o leh  Pemegang  I j i n ,  hal  mana  te l ah  

di t egaskan  secara  je l as  dan  te rang  dalam but i r  d,  

sura t  i j i n  te r sebu t ,  yang  menekankan  bahwa 

“Pemegang  iz i n  t i dak  akan  menuntu t  dan  t i dak  akan  

mendapatkan  gant i  rug i  da lam  bentuk  apapun  j i k a  

sewaktu - waktu  Pemer in tah  Daerah  da lam  hal  in i  

Dinas  Perhubungan  dan  Telekomunikas i  memutuskan  

kont rak   karena  lahan /a tau  pera i r an  yang  digunakan  

akan  dimanfaa tkan  oleh  Pemer in tah  Kabupaten  

Minahasa” .  Hal  yang  sama di t egaskan  kembal i  o leh  

Pemegang  I j i n  berdasarkan  Sura t  Pernya taannya  

kepada  Tergugat  te r t angga l  3 September  2007 ;

-    Bahwa  disamping  a lasan- alasan  normat i f  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,    te rnya ta    bahwa 

sura t    ob jek    gugatan  yang disampaikan

kepada. . . . . . . /

8.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kepada  Pemegang  I j i n  te r t angga l  27  Desember  2010,  

merupakan  sura t  pember i t ahuan  per tama  untuk  jangka  

waktu  1  (sa tu )  bulan ,  karena  sete lah  sura t  

pember i t ahuan  per tama  te rsebu t  be lum  dipenuh i  

Pemegang  I j i n ,  maka  Tergugat  menerb i t kan  lag i  

sura t  dengan  mater i  yang  sama kepada  Pemegang I j i n  

sebaga i  pember i t ahuan  kedua  dengan  jangka  waktu  3 

( t i g a )  minggu  dan  j i ka  nant i nya  Pemegang I j i n  juga  

belum  memenuhi  sura t  pember i t ahuan  kedua,  maka 

Tergugat  akan  menerb i t kan  lag i  sura t  pember i t ahuan  

ket i ga  dengan  jangka  waktu  2  (dua)  minggu.  

Selan ju tnya ,  apab i l a  Pemegang  I j i n  be lum  juga  

memenuhi  sura t  pember i t ahuan   ket i ga  d imaksud,  

maka  Terguga t  akan  menindak- lan ju t i n ya  dengan  

menerb i t kan  beberapa  sura t  lag i ,  ba ik  da lam 

l i ngkup  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  maupun  dalam 

l i ngkup  sura t - sura t  b iasa  la i nnya  yang  leb ih  

bers i f a t  memaksa  agar  Pemegang  I j i n  dapat  

mengosongkan  lokas i / l a han  sebaga imana  dimaksud  ;

-    Bahwa  karena  demik ian  fak ta - fak tanya ,  maka 

k la im  Penggugat  yang  mengatakan  merasa  te rdesak  

dengan  adanya  objek  gugatan ,  ada lah  merupakan  

dal i l - da l i l  yang  t i dak  benar   dan  t i dak  bera lasan  

menuru t  hukum ;

b. Apakah  objek  gugatan  yang  di te rb i t k an  Tergugat ,  

menimbulkan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan  ?

-    Bahwa  Penggugat  da lam  pos i t a  angka  4 

mendal i l k an  bahwa  “ tanpa  sepengetahuan  Penggugat ,  

te rnya ta  Tergugat  te l ah  member ikan  i j i n  kepada  

pihak  la i n  atau  pihak  pengembang/pe laksana  

rek lamas i  panta i  untuk  d ibangun /mend i r i k an  usaha  

par iw i sa ta ,  hote l ,  cotage ,  res to ran ” .  Sehingga  hal  

te rsebu t  mengak iba t kan  Penggugat  merasa  kebera tan ,  

karena  rek lamas i  panta i  te rsebu t  te rmasuk  d ia tas  

lokas i / l a han  yang  saat  in i  berd i r i  Nelayan  

Restauran   yang  te l ah  dibangun  dengan  modal  yang  

cukup  besar  ;

-    Bahwa  dal i l  Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  

Disclaimer
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dia tas ,  merupakan  dal i l  yang  t i dak  benar  dan  

mengada- ada,  karena  baga imana  mungkin  Tergugat  

yang  ada lah  Pemer in tah  yang  da lam  melaksanakan  

tugas - tugas  pemer in tahan  dan  pembangunan  harus  

menyampaikan  te r l eb i h  dahu lu  kepada  Penggugat  ? 

padaha l  Penggugat  bukan lah  atasan   Tergugat   dan  

anta ra  Penggugat  dan Tergugat  t i dak  te rdapa t  

suatu . . . . . . . /

9.

suatu  hubungan  hukum yang  mengika t  Penggugat  dan  

Tergugat  te rka i t  pembangunan  Kabupaten  Minahasa,  

seh ingga  t i dak  ada  suatu  keharusan  dan/a tau  

kewaj i ban  hukum dar i  Tergugat  untuk  menyampaikan  

te r l eb i h  dahu lu  kepada  Penggugat  mengenai  rencana  

pembangunan  kedepan,  te rmasuk  rencana  pembangunan  

Kawasan  Panta i  Kalasey ,  apa lag i  Penggugat  bukan lah  

pihak  yang  dibe r i kan  i j i n  o leh  Tergugat  untuk  

mengelo la  lokas i / l a han  dan  pera i r an  sesua i  I j i n  

No.  800/DPT/06 / IX / 2007 ,  tangga l  03  September  2007  

dimaksud  yang  te r l e t a k  di  Panta i  Kalasey  ;

-    Selan ju t nya  Penggugat  mendal i l k an  juga  bahwa 

rek lamas i  Panta i  Kalasey ,  te l ah  membawa kerug ian  

kepada  di r i  Penggugat ,  sebab  Penggugat  te lah  

membangun  Nelayan  Restauran  dengan  modal   yang  

sangat  besar .  Bahwa  te rka i t  da l i l  Penggugat  

sebaga imana  te rsebu t ,  sepenuhnya  merupakan  

tanggung  jawab  Penggugat  j i ka  sek i r anya  benar  

bahwa Penggugat  yang  mendi r i k an  Nelayan  Restauran .  

Akan  te tap i  per lu  dike tahu i  pu la  bahwa  Tergugat  

se laku  Pemer in tah  yang  berkuasa  atas  wi layah  

Panta i  Kalasey ,  te rmasuk  se laku  pihak  yang  berhak  

menerb i t kan  i j i n  te rmasuk  I j i n  Mendi r i k an  Bangunan  

( IMB) ,  t i dak  pernah   merasa  te l ah  member ikan  I j i n  

Mendi r i k an  Bangunan  kepada  Penggugat  untuk  

mendi r i k an  bangunan  permanen  yang  menggunakan  

jumlah  modal  te r t en tu  dia tas  bidang  tanah  dan/a tau  

pera i r an  yang  saat  in i  d ibangun  Nelayan  Restauran .  

Disclaimer
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Disamping  i t u  pu la ,  anta ra  Tergugat  dengan  

Pemegang  I j i n  Nelayan  Restauran  ya i t u  DESMON T.  

RUMIMPUNU,  SH,   te lah  memaknai  sura t  pernya taan  

yang  dibua t  o leh  Pemegang I j i n  i t u  send i r i  ;

-    Bahwa disamping  i t u ,  Tergugat  menambahkan  pula  

bahwa  pember ian  i j i n  kepada  Nelayan  Restauran  

bukan  ha l  yang  baru  dimula i  berdasarkan  Sura t  I j i n  

No.  800/DPT/06 / IX / 2007 ,  tangga l  03  September  2007,  

akan  te tap i  te l ah  dibe r i k an  se jak  tahun  2001  

sampai  dengan  sekarang ,  seh ingga  menuru t  hemat  

Tergugat ,  Pemegang  I j i n  seharusnya  sudah  

mendapatkan  manfaa t  secara  maksimal  atas  

pemanfaa tan  i j i n  yang  dibe r i k an  te rsebu t ,  ha l  mana 

dapat  pu la  di l i h a t  dar i  adanya  jumlah  seto ran  

pajak   untuk  masa  pajak   bu lan   Nopember   2010  

yang   d ik l a im   Penggugat   mencapa i  

angka. . . . . . . /  

10.

angka  Rp.  13.034 .068 , -  ( t i ga  belas  ju ta  t i ga  puluh  

empat  r i bu  enam puluh  delapan  rup iah ) ,  seto ran  in i  

seka l i gus  membukt i kan  bahwa  pengoperas ian  Nelayan  

Restoran  te lah  pu la  member i kan  keuntungan  yang  

cukup  besar  kepada  Pemegang i j i n  ;

-    Bahwa  karena  demik ian  fak ta - fak tanya ,  maka 

baga imana  mungkin  Penggugat  mengk la im  bahwa 

Penggugat  merasa  di rug i kan  karena  Resto ran  Nelayan  

merupakan  sa lah  satu  yang  iku t  d icabu t  i j i n n ya  

te rka i t  rencana  pengembangan  dan/a tau  pembangunan  

Panta i  Kalasey  ?  apa lag i  Penggugat  bukan lah  pihak  

yang  berhak  untuk  mempersoa lkan  i j i n  yang  te l ah  

dibe r i kan  Terguga t  kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU, 

SH ;

c. Apakah  objek  gugatan  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  ?

-    Bahwa  berdasarkan  pasa l  1  but i r  9,  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  ten tang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Disclaimer
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menyebutkan  

bahwa  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta ”  ;

-    Bahwa  objek  gugatan  pada  pr ins i pnya  ada lah  

sura t  pember i t ahuan  yang  t imbu l  atau  merupakan  

ke lan ju t an  dar i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te rdahu lu ,  yakn i  Sura t  I j i n  Sewa  Tanah  dan  

Penggunaan  Pera i r an  No.  800/DPT/06 / IX /2007 ,  

tangga l  03  September  2007  yang  kemudian  d i i ku t i  

dengan  Sura t  Per jan j i a n /Pe r se tu j uan  ten tang  Sewa 

Menyewa  Tanah  dan  Penggunaan  Pera i r an  No.  

800/DPT/06 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  2007,  

dengan  demik ian  maka objek  gugatan  bukan  te rmasuk  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  bukan  

di t e rb i t k an  karena  pera tu ran   perundang- undangan  

te tap i  karena  i j i n ,  per jan j i a n  dan pernya taan  ;

-    Bahwa objek  gugatan  hanya lah  merupakan  sura t  

pember i t ahuan  biasa  yang  t i dak  hanya  d i t u j u kan  

kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH  (Rumah  Makan 

Nelayan) ,  te tap i  sura t  yang  sama 

juga . . . . . . . /

11.

juga  di tu j u kan  kepada  sub jek  hukum  la i nnya ,  

seper t i  ROBERT  ANGGUNG (Rumah  Makan  Kar i sma) ,  

KAREL ERENS NEGHE (Rumah  Makan  Ria  Rio) ,  dengan  

demik ian  s i f a t  ind i v i dua l  yang  d imaksud  dalam 

keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009,  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  t i dak  juga  te rpenuh i  ;  

Disclaimer
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3. Bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta   ser ta  ura ian - ura ian  

yang  dikemukakan  Terguga t   pada  angka  2  d ia tas ,  

te rnya ta  bahwa  objek  gugatan  yang  di te rb i t k an  

Tergugat ,  TIDAK  menimbulkan  keadaan  yang  sangat  

mendesak  pada  di r i  Penggugat ,  TIDAK  mengak iba t kan  

kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan ,  ser ta  TIDAK 

pula  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  

maka  dengan  demik ian ,  permohonan  penundaan  

sebaga imana  yang  dimohonkan  Penggugat  pada  pos i t a  

angka  11  gugatan  a  quo,  t i dak  berdasar  menuru t  

hukum,  dengan  demik ian  maka  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  pada halaman 5 paragra f  ket i ga  ser ta  halaman  

6  paragra f  per tama  Penetapan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado,  Nomor  :  

02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo,  tangga l  26  Januar i  2011  

ada lah  ke l i r u  dan harus  dikesampingkan ,  karena  t i dak  

memenuhi  keten tuan  sebaga imana  yang  disya ra t kan  

dalam pasa l  67 ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ; ’

4. Bahwa  se lan ju t nya ,  pada  ha laman  10  amar  penetapan  

pada  angka  1  (sa tu )  yang  menetapkan  “Mengabu lkan  

gugatan  Penggugat ” ,  merupakan  amar  penetapan  yang  

ke l i r u  dan  t i dak  sesua i  hukum,  menginga t  yang  

dikabu l kan  Maje l i s  hanya lah  permohonan  penundaan  

yang  belum  masuk  keda lam  pemer iksaan  mater i  pokok  

perkara ,  o leh  karenanya  amar  penetapan  sebaga imana  

te rsebu t  pada  angka  1 (sa tu )  penetapan  a quo,  sudah  

seharusnya  untuk  dikesampingkan  ;

5. Bahwa disamping  i t u  pada  halaman  10,  d ike tahu i  pu la  

bahwa  dalam  penetapan  te rsebu t   tu ru t  pu la  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim-

Hakim  Anggota  dan  Pani te ra ,  sedangkan  berdasarkan  

Sura t  Edaran  Mahkamah Agung RI   Nomor  2 Tahun  1991,  

Bab VI   ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t  (pasa l  67) ,  but i r   2.b ,  

mengatu r  bahwa “se te l ah  berkas  perkara  d ise rahkan  

kepada. . . . . . . /  

12.

Disclaimer
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kepada  Maje l i s ,  maka  Maje l i s pun  dapat  mengeluarkan  

Penetapan  penundaan  te rsebu t  ba ik  se lama  proses  

ber ja l an  sete lah  mendengar  kedua  belah  p ihak  maupun 

pada  putusan  akh i r ,  d i t anda tangan i  o leh  Ketua  Maje l i s  

dan  Pani te ra    kecua l i  pada  putusan  akh i r  harus  

di t anda tangan i  o leh  Maje l i s  lengkap” ,  o leh  karenanya  

maka  te lah  te rbuk t i  bahwa  Penetapan  Nomor  :  

02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo,  tangga l  26  Januar i  2011,  yang  

di t anda tangan i  o leh  Maje l i s  lengkap  dan  Pani te ra  te l ah  

ber ten tangan   dengan  keten tuan  sebaga imana  te rsebu t ,  

o leh  karenanya  Penetapan         a quo,  mengandung cacat  

hukum,  dengan  demik ian  t i dak  sah menuru t  hukum ;

6. Bahwa berdasarkan  ura ian - ura ian  sebaga imana  Tergugat  

ura i kan  d ia tas ,  maka  Penetapan  Nomor  :  

02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo,  tangga l  26  Januar i  2011,  

t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  lag i  dan harus lah  d iangka t  

;

DALAM EKSEPSI

Except i o  in  persona

1. Bahwa DESMON T.  RUMIMPUNU, SH,  ada lah  Pemegang Sura t  

I j i n  Sewa  Tanah  dan  Penggunaan  Pera i r an  No.  

800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03 September  2007,  untuk  

menggunakan  sebag ian  lahan / t anah  pes is i r  

panta i / pe ra i r a n  Desa  Kalasey   Kecamatan  Pine leng  

guna membangun usaha  rumah makan ;

2. Bahwa  oleh  karena  Tergugat  (Pemer in tah  Daerah  

Kabupaten  Minahasa)  hendak  memanfaatkan  lahan  yang  

te lah  disewakan  i t u ,  maka  sesua i  Sura t  I j i n  Sewa 

Tanah  dan  Penggunaan  Pera i r an  No.  

800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  2007  pada  

but i r  d,  ser ta  Sura t  Pernya taan  te r t angga l  3 

September  2007  yang  di tanda tangan i  o leh  Pemegang  

I j i n  dan/a tau  penyewa,  maka  tangga l  27  Desember  

2010,  Tergugat  mela lu i  sura tnya  No.  100/11 /26 ,  

tangga l  27  Desember  2010  (ob jek  gugatan) ,  

member i t ahukan  kepada  se lu ruh  Pemegang  I j i n ,  

te rmasuk  kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU, SH,  agar  segera  

Disclaimer
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mengosongkan  lokas i  yang  di tempat i  sebaga imana  i j i n -

i j i n  d imaksud  ;

3. Bahwa  karena  Penggugat  menjad i kan  Sura t  No.  

100/11 /26 ,  tangga l  27  Desember   2010  sebaga i  ob jek  

gugatan ,  sedangkan  sura t  te rsebu t  ada  dan   t imbu l  

karena   adanya   Sura t   I j i n   Sewa  Tanah    dan  

Penggunaan  

Pera i r an . . . . . . . /  

13.

Pera i r an  No.  800/DPT/16 / IX /2007  tangga l  03  September  

2007  atas  nama  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH dan  Sura t  

Per jan j i a n /Pe r se tu j uan            No.  800/DPT/16 /  

IX /2007 ,  tangga l  3  September  2007  anta ra  Tergugat  

dengan  DESMON T.  RUMIMPUNU, SH  ser ta  Sura t  Pernya taan  

tangga l  3  September  2007   yang  d ibua t  dan  

di t anda tangan i  o leh  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH,  maka hal  

te rsebu t  membukt i kan  bahwa  Penggugat  bukan lah  sub jek  

hukum yang  di tu j u  oleh  objek  gugatan  ;

4. Bahwa karena  Penggugat  bukan lah  te rmasuk  p ihak  yang  

di t u j u  oleh  objek  gugatan ,  maka  Penggugat  t i dak  

memi l i k i  lega l  s tand ing  atau  persona  stand i  in  

jud i c i o  untuk  menggugat  ob jek  gugatan ,  karena  

Penggugat  bukan  orang  yang  berhak  dan  mempunyai  

kedudukan  untuk  i t u  (excep t i o  in  persona)  ;

Erro r  in  ob jec ta

1. Bahwa  karena  objek  gugatan  hanya lah  sura t  

pember i t ahuan  yang  d ibua t  karena  adanya  Sura t  I j i n  

Sewa Tanah  dan  Penggunaan  Pera i ran            No.  

800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  2007,  maka 

yang  merupakan  Sura t  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ada lah  Sura t  I j i n  No.  800/DPT/16 / IX /2007 ,  

tangga l  03  September  2007  te rsebu t  dan  bukan  Sura t  

No.  100/11 /26 ,  tangga l  27  Desember  2010,  yang  

di j ad i kan  sebaga i  ob jek  gugatan  ;

2. Bahwa dengan demik ian ,  maka sek i r anya  te rdapa t  p ihak  

yang  mengkla im   sebaga i  p ihak  yang  berhak  dan/a tau  

se laku  pihak  yang  di rug i kan  atas  penerb i t an  ob jek  
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gugatan ,  maka  pihak  te rsebu t  seharusnya  menjad i kan  

Sura t  I j i n  No.  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  

September  2007  sebaga i  ob jek  gugatan ,  karena  atas  

sura t  in i  maka munculah  Sura t  No.  100/11 /26  tangga l  

27 Desember  2010 te rsebu t  ;

3. Oleh  karena  yang  di j ad i kan  Penggugat  sebaga i  ob jek  

gugatan  ada lah  Sura t  No.  100/11 /26 ,  tangga l  27 

Desember  2010  dan  bukan  Sura t  I j i n  No.  

800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  2007,  maka 

Penggugat  te l ah  ke l i r u  karena  menggugat  Sura t  No.  

100/11 /26   tangga l  27  Desember  2010  (er ro r  in  

ob jec ta )  ;

Gugatan  Penggugat  Prematur

1. Bahwa memperhat i kan  pos i t a  angka  9  gugatan  a  quo,  

d ida l i l k a n  bahwa  Penggugat   baru  mengetahu i  dan  

mendapat  sura t  yang  menjad i  ob jek  sengketa  (ob jek  

gugatan)  te rsebu t  pada tangga l  27 Desember  2011 ;

2.Bahwa. . . . . . . /  

14.

2. Bahwa  oleh  karena  gugatan  dia jukan  Penggugat  pada  

tangga l  18  Januar i  2011,sedangkan  Penggugat   baru  

mengetahu i  ob jek  gugatan  pada  tangga l  27  Desember  

2011,  seh ingga  hal  te rsebu t  membukt i kan  bahwa belum 

saatnya  Penggugat  mengajukan  gugatan  a  quo,  sebab  

hak  untuk  menggugat  ob jek  gugatan  nant i  muncul  

sete lah  27 Desember  2011 ;

3. Bahwa  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  yang  

dia j ukan  Penggugat  pada  tangga l  18  Januar i  2011  

merupakan  gugatan  yang  bers i f a t    prematur  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sega la  yang  te ru ra i  pada  bagian  penundaan  dan  

ekseps i  d ia tas ,  sepan jang  memi l i k i  kore las i  yur i d i s ,  

maka di ta r i k  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan bagian  pada pokok  perkara  in i  ;

2. Bahwa  Tergugat  pada  dasarnya  menolak  dengan  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  d ikemukakan  Penggugat ,  
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kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  sebaga i  suatu  

kebenaran  ;

3. Bahwa dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  1 merupakan  

dal i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  berdasar  sama 

seka l i ,  sebab  Tergugat  t i dak  member ikan  i j i n  kepada  

Penggugat  te rmasuk  I j i n  Sewa Tanah  dan  Penggunaan  

Pera i r an  No.  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  

September  2007,  karena  i j i n  sebaga imana  te rsebu t  

ada lah  atas  nama DESMON T.  RUMIMPUNU, SH ;

4. Bahwa pos i t a  angka  2,  Tergugat  mengaku inya  sebaga i  

suatu  kebenaran  ;

5. Bahwa Tergugat  hanya  mengenal  dan  mengetahu i  bahwa 

yang  mengelo la  Rumah Makan Nelayan  adalah  DESMON T.  

RUMIMPUNU, SH se laku  Pemegang I j i n ,  sedangkan  se la i n  

dan  se leb ihnya  Tergugat  t i dak  pernah  mengetahu inya ,  

karena  memang Tergugat  be lum pernah  menerb i t kan  i j i n  

untuk  dan  atas  nama  Penggugat ,  sedangkan  te rhadap  

pembayaran  pajak  yang  dida l i l k an  Penggugat  adalah  

t i dak  re levan  dengan  perkara  a  quo,  seh ingga  dal i l  

Penggugat  pada  pos i t a  angka  3,  merupakan  dal i l  yang  

t i dak  benar  dan t i dak  re levan ,  dengan demik ian  sudah  

seharusnya  untuk  dikesampingkan  ;

6. Bahwa dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  4 merupakan  

dal i l  yang  t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  karena  

Tergugat  t i dak  pernah  member ikan  i j i n  kepada  

Penggugat ,  Terguga t  hanya  member ikan  i j i n  kepada  

DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH untuk  usaha  Rumah  Makan 

Nelayan ,  seh ingga  ada lah  

aneh. . . . . . . /  

15.

aneh  dimana  Penggugat  mengkla im  sebaga i  p ihak  yang  

merasa  d i rug i kan  atas  s ikap  Terguga t  yang  hendak  

memanfaatkan  lahan  yang  ada lah  mi l i k  dan  hak  Tergugat  

sepenuhnya .  Apalag i  anta ra  Tergugat  dengan  Pemegang 

I j i n  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH,  te l ah  d ia tu r  dan 

di t egaskan  secara  je l as  dan  te rang  bahwa Pemegang I j i n  
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t i dak  akan  menuntu t  dan  t i dak  akan  mendapat  gant i  rug i  

da lam  bentuk  apapun  j i ka  sewaktu - waktu  Terguga t  

(Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Minahasa)  akan  memutuskan  

kont rak   karena  lahan /pe ra i r an  yang  d igunakan  akan  

dimanfaa tkan  oleh  Tergugat .  Hal  yang  sama  juga  

di t egaskan  oleh  Pemegang I j i n  da lam sura t  pernya taannya  

yang  pada  dasarnya  menegaskan  bahwa walaupun  i j i n  sewa 

tanah  dan  penggunaan  pera i r an  te rsebu t  masa ber lakunya  

belum  hab is ,  namun  apab i l a  lokas i  te rsebu t  akan  

digunakan  oleh  Tergugat  (Pemer in tah  Kabupaten  

Minahasa) ,  maka Pemegang I j i n  bersed ia  untuk  ke luar  dan  

menghent i kan  keg ia tan  usahanya  di  lokas i  te rsebu t  ;

7. Bahwa  dal i l  pos i t a  Penggugat  pada  angka  5,  pada  

dasarnya  merupakan  dal i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasar ,  sebaga imana  yang  te lah  Tergugat  kemukakan  

dalam dal i l  bantahan  angka  5 dan 6 dia tas  ;

8. Bahwa da l i l  pos i t a  Penggugat  pada  angka  6,  ada lah  

juga  merupakan  da l i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasar  sama  seka l i ,  karena  seka l i pun  Penggugat  

ada lah  sub jek  hukum,  akan  te tap i  Tergugat  t i dak  

pernah  menerb i t k an  Sura t  I j i n  Sewa  Tanah  dan  

Penggunaan  Pera i r an  kepada  Penggugat ,  la l u  baga imana  

mungk in  Penggugat  dapat  mengkla im  bahwa  Penggugat  

merasa  d i rug i kan  atas  penerb i t an  objek  gugatan  ? 

apa lag i  ob jek  gugatan  a  quo,  bukan  te rmasuk   suatu  

bentuk  keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  karena  hanya  

bers i f a t   pember i t ahuan   semata- mata  ;

9. Bahwa sura t  yang  dik i r imkan  Penggugat  kepada  Ketua  

DPRD Minahasa  sebaga imana  da l i l  Penggugat  pada angka  

7,  pada  dasarnya  merupakan  hak  set i ap  warga  negara ,  

te rmasuk  Penggugat  untuk  melakukan  koresponden  

dengan  s iapa  sa ja  te rmasuk  dengan  Ketua  DPRD 

Minahasa,  akan  te tap i  ha l  te rsebu t  t i dak  dapat  

mengika t  Tergugat  secara  hukum  untuk  mentaat i n ya  

seraya  menunda  rencana  ker j a  yang  te lah  Tergugat  

susun  te rka i t  pemanfaa tan  lokas i / l a han  yang  te r l e t a k  

di  Panta i  Kalasey ,  te rmasuk  yang  saat  in i  

d ipe rgunakan  oleh  Rumah Makan Nelayan  ;

10.Bahwa. . . . . . . /
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16.

10. Bahwa da l i l  pos i t a  Penggugat  pada  pos i t a  angka  8,  

ada lah  juga  merupakan  dal i l  yang  t i dak  benar ,  

menginga t   substans i    sura t  yang  di te rb i t k an  

Tergugat  yang  kemudian  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  

gugatan  oleh  Penggugat  ada lah  sura t  pember i t ahuan ,  

yang  t i dak  memenuhi  unsur  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  

sebab  sura t  pember i t ahuan  (ob jek  gugatan)  t i dak  

hanya  di tu j u kan  kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH 

(Rumah Makan  Nelayan) ,  te tap i  sura t  yang  sama juga  

di t u j u kan  kepada  sub jek  hukum  la i nnya ,  seper t i  

ROBERT ANGGUNG (Rumah  Makan  Kar i sma) ,  KAREL ERENS 

NEGHE (Rumah Makan  Ria  Rio) ,  dengan  demik ian  unsur  

ind i v i dua l  t i dak  te rpenuh i ,  karena  objek  gugatan  

di t u j u kan  kepada  beberapa  sub jek  hukum yang  berbeda.  

Selan ju tnya ,  sura t  pember i t ahuan  (ob jek  gugatan)  

yang  dike lua r kan  Tergugat ,  t i dak  hanya  di l akukan  

seka l i  sa ja ,  te tap i  d i l akukan  leb ih  dar i  satu  ka l i  

dan  ber tahap ,  d isamping  i t u  pu la  akan  di i ku t i  dan  

/a tau  di t i n dak l an j u t i  dengan  sura t - sura t  la i nnya ,  

dengan  demik ian  t i dak  te rpenuh i  unsur  f i na l  atas  

sura t  yang  di j ad i kan  objek  gugatan  ;

11. Bahwa da l i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  9,  ada lah  

dal i l  yang  t i dak  benar ,  karena  sura t  yang  di j ad i kan  

objek  gugatan  bukan  di tu j ukan  kepada  Penggugat ,  

te tap i  d i t u j u kan  kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH,  

te rka i t  dengan  i j i n  yang  te l ah  d i t e r b i t k an  Tergugat  

kepadanya ,  seh ingga  j i ka  sek i ranya  memang  benar  

Penggugat  mel iha t  dan/a tau  mendapat  ob jek  gugatan   a  

quo  pada  tangga l  27  Desember  2010,  maka  seharusnya  

Penggugat  menyampaikannya  kepada  Pemegang  I j i n  dan  

bukannya  menahan dan/a tau  menyimpannya  ;

12. Bahwa dal i l  Penggugat  pada  pos i t a  angka  10,  ada lah  

dal i l  yang     mengada- ada,  sebab  :

a. Sura t  (ob jek  gugatan)  yang  d i t e r b i t k an  oleh  
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Tergugat  te l ah  di l akukan  secara  cermat  dan  te l ah  

sesua i  dengan  i j i n  yang  te l ah  dike lua r kan  kepada  

DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH beser ta  per jan j i a n  ker j a  

sama dan pernya taannya  ;

b. DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH,  se laku  Pemegang  I j i n ,  

t i dak  pernah  mengkla im  bahwa  objek  gugatan  yang  

disampaikan  kepadanya        te l ah  di l akukan  secara  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran           perundang-

undangan  ;

c .  Memang. . . . . . . /  

17.

c. Memang  benar ,  karena   anta ra  Penggugat  dan 

Tergugat  t i dak  pernah  melakukan   suatu   hubungan  

hukum baik  dalam  ka i t annya  dengan  pember ian  i j i n  

dan/a tau  menandatangan i  per jan j i a n / pe r se t u j uan ,  

maka  adalah  wajar   j i k a  sek i ranya  Penggugat  

mengk la im  bahwa  Terguga t  te lah  menerb i t k an  objek  

gugatan  secara  melawan  hukum.  Hal  in i  karena  

Penggugat  t i dak  mengetahu i  j i ka l au  hal  te rsebu t  

te lah  dia tu r  secara  je l as  dan  te rang  dalam  I j i n  

Nomor  :  800/DPT/16 / IX / 2007 ,  tangga l  03  September  

2007,  da lam  Per jan j i a n /Pe r se tu j uan  No.  

800/DPT/16 / IX /  2007,  tangga l  3  September  2007  dan  

dalam Sura t  Pernya taannya  ;

d. Bahwa karena  demik ian  fak tanya ,  maka ada lah  t i dak  

benar  da l i l  Penggugat  yang  mengatakan  bahwa 

Tergugat  da lam  menerb i t k an  objek  gugatan  te l ah  

melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

(AAUPB)  ;

Berdasarkan  hal - ha l  sebaga imana  Tergugat  ura i kan  

dia tas ,  maka  ada lah  sangat  bera lasan  menuru t  hukum,  

apab i l a  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  mela lu i  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  a  quo,  menja tuhkan  

putusan  dengan amar ,  sebaga i  ber i ku t  :

1. Dalam Penundaan.

- Menolak  permohonan  penundaan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;
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- Menyatakan  mencabut  Sura t  Penetapan  Ketua  Maje l i s  

Nomor  :  02/G/PEN/2011 /PTUN.Mdo,  tangga l  26  

Januar i  2011 ;

2. Dalam Eksepsi .

- Mengabulkan  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(n ie t  ontvanke l i j k e  verk l aa rd )  ;

3. Dalam Pokok Perkara .

- Menolak   gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam pemer iksaan  in i  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  Jawaban Tergugat  te r sebu t ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  te r t angga l  03  Maret  

2011 ;  

Menimbang,  bahwa Penggugat  d ida lam pers idangan  te l ah  

menyampaikan  kepada  Maje l i s  Hakim ten tang  perba i kan  sura t  

gugatan  pada  halaman   3  angka   9,  te r t u l i s  tangga l  27  

Desember  2011,  seharusnya  tangga l  

27 Desember  2010. . . . . . . /  

18.

27  Desember  2010,  yang  di te r angkan  Penggugat  da lam 

Repl i knya  te r t angga l  03 Maret  2011,  ha laman 2 angka  4 ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  Repl i k  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat  te lah  mengajukan  Dupl i k  te r t angga l  10  Maret  

2011 ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian   putusan  

in i ,  ba ik  Repl i k  dar i  Penggugat  maupun  Dupl i k  dar i  

Tergugat  te rsebu t ,  t i dak  di tu l i s  u lang ,  akan  te tap i  te l ah  

dipe la j a r i  dan dipe r t imbangkan  dengan  seksama ;  

Menimbang  bahwa  pada  tahap  pembukt i an  Penggugat  

te lah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  berupa  fo to  copy  yang  

te lah  di te l i t i  dan dicocokkan  dengan as l i nya  ;

Ala t  bukt i  sura t  te rsebu t  d ibe r i  tanda  P.1   sampai  dengan  

P.12,   ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bukt i  P.1 :  Tanda   Daf ta r   Perusahaan   Perorangan,  

Nama  Perusahaan

   “NELAYAN” RUMAH MAKAN.  Tangga l  08 Jun i  2007  

;      

2. Bukt i  P.2 :  Sura t    I j i n   Sewa   Tanah   Dan 

Penggunaan  Pera i r an ,  Nomor :

  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  

2007.

  Sura t   i z i n  ber laku  se lama  15  ( l ima  belas)  

tahun  ;

3. Bukt i  P.3 :  Sura t   I j i n   Sewa  Tanah  Dan Penggunaan  

Pera i r an ,  Nomor :

  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  

2007.  

             Sura t  i z i n  ber laku  se lama  5  ( l ima)  

tahun  ;

4. Bukt i  P.4 :  Sura t  Keputusan   Bupat i   Minahasa   Nomor  

:   1036/ IG /EKON/

           VI /2007 ,   tangga l    08   Jun i    2007,  

ten tang     Pember ian    I j i n  

  Gangguan ;     

5. Bukt i  P.5 :  I j i n   Usaha   Par iw i sa ta ,  Nomor  :  

18/PAR/RM. . / I / 2 005 ,   tangga l

                   18 Januar i  2005 ;

6. Bukt i  P.6 :  Sura t  dar i  Asis ten  Pemer in tahan   Dan 

Kese jah te raan  Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten   Minahasa,  

Nomor  :  100/11 /26

  tangga l    27   Desember   2010,  per iha l   :  

Pember i t ahuan ,   yang  

  d i t u j u kan  kepada  R.M.  NELAYAN ;

7. Bukt i  P.7 :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan  Dan 

Kese jah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t   Daerah  Kabupaten   Minahasa,  

Nomor   :   660/ I I / 0 2

  tangga l    27   Januar i   2011,   per iha l  :  

Pember i t ahuan   I I ,   yang

  d i tu j u kan  kepada  Pemi l i k  R.M.  NELAYAN ;

8.Buk t i  P.8 . . . . . . . /  

19.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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8. Bukt i  P.8 :  Sura t  dar i  Asis ten  Pemer in tahan   Dan 

Kese jah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t   Daerah   Kabupaten   Minahasa ,  

Nomor  :  660.1 /11 /

  02,     tangga l   14   Pebruar i   2011,  

per iha l  :  Pember i t ahuan   I I I /

  Terakh i r ,      yang     d i t u j ukan     kepada  

kepada      DESMON

  T.  RUMIMPUNU/R.M.  NELAYAN ;

9. Bukt i  P.9 :  AKTA     Pengakuan    Dan   Kuasa,   Nomor  

:   18,   tangga l    22

  Agustus   2007 ;

10. Bukt i  P.10 :  AKTA   Kuasa    Pengurusan     I j i n ,  

Nomor   :    19,  tangga l   22

  Agustus    2007 ;  

11. Bukt i  P.11 :  Sura t   Keputusan   Kepala   Dinas  

Per tambangan   Dan Energ i

   Kabupaten    Minahasa,    Nomor   :    05 

Tahun  2004,    tangga l

    26     Agustus      2004,      ten tang  

Pember ian       Sura t      Iz i n

                   Pengeboran     Ai r     Bawah    Tanah  

(S IP)    untuk    Keper luan

       Usaha    Rumah   Makan   d i    Desa 

Kalasey   Satu   Kecamatan

  Pine leng    kepada    DESMON   RUMIMPUNU/RM. 

NELAYAN

                   a lamat   Desa   Kalasey   Satu  

Kecamatan  Pine leng  Kabupaten

                   Minahasa  ;

12. Bukt i  P.12 :  Sura t   Rekomendas i   dar i   Dinas  

Prasarana  Dan Pemukiman

  Prop ins i    Sulawes i     Utara     Nomor    :  

620/KD- PP/420/2006 ,

  tangga l  16  Agustus  2006,  ten tang  Penggunaan  

Tanah  Ja lan

  (Tembok    Penahan    Dan   Bahu   Ja lan )  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Untuk     Pembuatan  

  Fas i l i t a s  Usaha  Rumah Makan (Perpan jangan)  ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dipe rs i dangan  juga  te lah  

mengajukan  3  ( t i ga )  orang  saks i  dan  te l ah  member ikan  

kete rangan  dibawah sumpah/ jan j i  yang pada in t i n ya  sebaga i  

ber i ku t  :

Saks i  1 :  FRANSISKUS GOSAL 

- Bahwa  saks i  sebaga i  Karyawan  Esa  Genangku  Group  

mi l i k  Penggugat ,  se jak  tahun  1978  sampai  dengan  

sekarang  in i   dan  sebe lumnya  beker j a  dengan  orang  

tua  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  pernah  te r l i b a t  secara  langsung   untuk  

membel i  bahan- bahan bangunan,  pada  waktu    Restoran  

Nelayan  te rsebu t  d ibangun  atas  per in t ah  Penggugat  

pada tahun  2000 ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  te r l i b a t  langsung  dalam 

pengurusan  i j i n - i j i n  Resto ran  Nelayan ,  hanya  secara  

ru t i n   mengurus     membayar    pa jak  res to ran   d i  

Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  ;  

- Bahwa. . . . . . . /  

20.

- Bahwa  saks i  mel iha t  bangunan  Resto ran  Nelayan  

te rsebu t  bentuknya  semi  permanen,  karena  bahan  

bangunan  banyak   te rd i r i  dar i  batang  pohon ke lapa  ;  

- Bahwa saks i  t i dak  tahu   bangunan  Resto ran  Nelayan  

te rsebu t  ada IMB atau  t i dak  ;

- Bahwa    benar  semua  i j i n - i j i n  Resto ran  Nelayan  

te rsebu t  atas  nama  DESMON T.   RUMIMPUNU, SH,  akan  

te tap i   semua  biaya  pengurusan   i j i n - i j i n   sura t  

dan   pembangunan  Restoran   Nelayan   ser ta  pa jak  

res to ran  ada lah  berasa l   dar i  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  tahu   ka lau  DESMON   T.    RUMIMPUNU, SH 

t i dak     te r l i b a t    langsung  dalam  penge lo l aan  

Resto ran  Nelayan  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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-  Bahwa yang  mengelo la ,  mengurus  dan   ber tanggung  jawab  

atas  Resto ran  

  Nelayan   te r sebu t  ada lah  Penggugat   bersama  dengan  

is t e r i n ya  ;  

-  Bahwa  Resto ran   Nelayan   te rsebu t  ada lah   bentuk  Usaha  

Perorangan  ;

Saks i  2 :  JASON MAMUAJA 

- Bahwa  saks i  sebaga i  Karyawan  Esa  Genangku  Group  

mi l i k  Penggugat  ;

- Bahwa  semua  per i j i n an  Resto ran  Nelayan  te rsebu t  

d iu rus  di  Pemer in tah  Kabupaten   Minahasa  memakai  

atas  nama   DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH,  akan   te tap i  

untuk  b iaya  per i j i n an  d ibayar  oleh  Penggugat  ;   

- Bahwa  saks i  pernah  te r l i b a t  langsung  dalam 

pengurusan  i j i n - i j i n  Resto ran  Nelayan  dan   secara  

ru t i n   mengurus     membayar    pa jak  res to ran   d i  

Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  ;  

- Bahwa    benar  semua  i j i n - i j i n  Resto ran  Nelayan  

te rsebu t  atas  nama  DESMON T.   RUMIMPUNU, SH,  akan  

te tap i   semua  biaya  pengurusan   i j i n - i j i n   sura t  

dan   pembangunan  Restoran   Nelayan   ser ta  pa jak  

res to ran  ada lah  berasa l   dar i  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  pernah  mel iha t  Akta  Kuasa  anta ra  DESMON 

T.  RUMIMPUNU,  SH  dengan   Penggugat   dan   semua 

dokumen    te rsebu t  ada  di  Kantor   Esa  Genangku  

Komputer  Group ;   

- Bahwa  saks i  mengetahu i   dan  membaca   sura t  

pember i t ahuan   untuk  mengosongkan  lokas i   Resto ran  

Nelayan   (ob jek   sengketa ) ,  karena  sura t  te rsebu t  

d i tu j ukan  kepada  Resto ran  Nelayan  ;

- Bahwa. . . . . . . /  

21.

-  Bahwa   saks i    mengurus    per i j i n an  Resto ran   Nelayan  

se jak  sek i t a r  tahun

   2000  dan   te rakh i r    mengurus   pada     Pemer in tah  

Kabupaten    Minahasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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   pada tahun  2007 ;

-  Bahwa   saks i    tahu    bangunan    i t u    t i dak    ada  

memi l i k i    i z i n   mendi r i k an  

   bangunan,  te tap i  secara  ru t i n  Penggugat  membayar  PBB ;

-  Bahwa  I j i n   Sewa  Tanah   dan   Penggunaan   Pera i r an  

akan   berakh i r  pada 

   tahun  2012 ;

-  Bahwa saks i  tahu  iz i n  gangguan  (HO)  masih  ber laku  ;

Saks i  3.  DESMON T.  RUMIMPUNU, SH.

- Bahwa  saks i  pernah  beker j a  sebaga i  Karyawan  Esa 

Genangku  Group mi l i k  Penggugat  ;

- Bahwa  saks i  d ikuasakan  oleh  Penggugat  untuk  

mengelo la  Restoran  Nelayan ,  yang  te rmasuk  dalam 

Perusahaan  Esa  Genangku  Komputer  Group  dan  jad i  

Manager  dar i  tahun  2007  s/d  2008  d i  Rumah  Makan 

Nelayan  ;

- Bahwa saks i  pernah  menandatangan i  Akta  Pengakuan  dan  

Kuasa  dengan  Penggugat  dihadapan  Notar i s  C.  PUNUH, 

SH dan  Akta  Kuasa  te rsebu t  d i t anda tangan i  anta ra  

tahun  2007 atau  2008 ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  member ikan  kuasa  kepada  

Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  dalam perkara  in i  

;

- Bahwa  pada  awalnya  Karyawan  Restoran  Nelayan  

ber j umlah  15  ( l ima  be las )  orang ,  akan  te tap i  

sekarang  in i  sudah  t i dak  inga t  lag i  ;

- Bahwa   semua  per i j i n an  Resto ran  Nelayan  te rsebu t  

memakai  atas  nama   saks i ,  akan   te tap i  untuk  biaya  

per i j i n an  d ibayar  oleh  Penggugat  ;

- Bahwa yang  mengurus  iz i n  gangguan  (HO)  ada lah  saks i ,  

sedangkan  untuk  mengurus  sura t - sura t  la i n  diu rus  

oleh  Saudara  Ju les  Kandou ;

- Bahwa ten tang  sura t  pernya taan  i t u  benar  saks i  yang  

buat   dan          tanda- tangan i  ;

- Bahwa  karena  kes ibukan  saks i  hanya  mengetahu i  

perkara  in i  dar i  membaca koran  dan diber i  tahu  oleh  

Penggugat  ;

- Bahwa  secara  pr ibad i  saks i  t i dak  akan  ke lua r  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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te rhadap  t i ndakan  Tergugat  yang  member ikan  sura t  

pember i t ahuan  untuk  mengosongkan  lokas i  Resto ran  

Nelayan ,  karena  i j i n  rek lamas i  yang  dibe r i k an  kepada  

pihak  la i n  ada lah  untuk  inves tas i  usaha  yang  sama 

pula  seper t i  mi l i k  Penggugat  ;

Menimbang. . . . . . . /  

22.

Menimbang bahwa pada tahap  pembukt i an  Tergugat  te lah  

mengajukan    a la t  bukt i  sura t  berupa  fo to  copy ,  

bermete ra i  cukup  dan  te l ah   d i l ega l i s i r   d i  Kepan i t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  ser ta  dicocokkan  

sesua i  dengan  as l i nya  (kecua l i  buk t i  T.8  s/d  T.12)  ;

Ala t  bukt i  sura t  te r sebu t  d ibe r i  tanda  T.1   s/d  T.12 ,  

ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i  T.1 :  Sura t   I j i n  Sewa Tanah   Dan  Penggunaan  

Pera i r an ,  Nomor :

  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  

2007.  

             Sura t  i z i n  ber laku  se lama  5  ( l ima)  

tahun  ;

2. Bukt i  T.2 :  Sura t    Pernya taan    dar i     DESMON   T.  

RUMIMPUNU,  SH,  

      te r t angga l  3 September  2007 ;

3. Bukt i  T.3 :  Sura t     Per jan j i a n  /   Perse tu j uan  

ten tang     Sewa  Menyewa

                   Tanah    Dan     Penggunaan  

Pera i r an ,     Nomor    :   800/DPT/

                    06/ IX /2007 ,    tangga l  3 September  

2007 ;  

4. Bukt i  T.4 .a :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan  

Dan  Kesejah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah   Kabupaten   Minahasa,  

Nomor   :   100/ I I / 2 6

  tangga l   27   Desember  2010,   per i ha l  :  

Pember i t ahuan ,    yang  

  d i t u j u kan     kepada       DESMON      T.  

RUMIMPUNU,   SH /

  R.M.  NELAYAN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukt i  T.4 .b :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan  

Dan  Kesejah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah   Kabupaten   Minahasa,  

Nomor   :   100/ I I / 2 6

  tangga l   27   Desember  2010,   per i ha l  :  

Pember i t ahuan ,    yang  

  d i t u j u kan  kepada  KAREL  E.  NEGHE/R.M.  RIA RIO 

;

6. Bukt i  T.4 .c :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan  

Dan  Kesejah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah   Kabupaten   Minahasa,  

Nomor   :   100/ I I / 2 6

  tangga l   27   Desember  2010,   per i ha l  :  

Pember i t ahuan ,    yang  

  d i t u j u kan  kepada  R.M.   KARISMA ;

7. Bukt i  T.5 :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan   Dan 

Kese jah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah   Kabupaten   Minahasa,  

Nomor   :   660/ I I / 2 6

  tangga l   27   Januar i    2011,   per iha l  :  

Pember i t ahuan  I I ,    yang 

  d i t u j u kan     kepada       DESMON      T.  

RUMIMPUNU,   SH /

  R.M.  NELAYAN ;

8. Bukt i  T.6 :  Sura t  dar i  Asis ten   Pemer in tahan   Dan 

Kese jah te raan   Rakyat

  Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten   Minahasa,  Nomor  

:   660.1 / I I / 0 3

  tangga l    14    Pebruar i    2011,    per iha l   :  

Pember i t ahuan   I I I /

  Terakh i r ,   yang   d i tu j u kan   kepada  DESMON T.  

RUMIMPUNU,

  SH /  R.M.  NELAYAN ;

9.Buk t i  T.7 .a . . . . . . . /  

23.

9. Bukt i  T.7 .a :  Sura t   dar i   Kepala    Dinas  

Perhubungan    Komunikas i   Dan

Disclaimer
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  In fo rmat i ka       Kabupaten        Minahasa,  

Nomor      :     800/

  DISHUBKOMINFO/  05/  I I / 2011 ,     tangga l    10  

Pebruar i  2011,

  per iha l  :   Teguran  1,    yang    d i t u j ukan  

kepada   DESMON   T.

  RUMIMPUNU,   SH.  Pengelo la  Nelayan  Sea  food  

Restouran t  ;

10. Bukt i  T.7 .b :  Sura t   dar i   Kepala    Dinas  

Perhubungan    Komunikas i   Dan

  In fo rmat i ka       Kabupaten        Minahasa,  

Nomor      :     800/

  DISHUBKOMINFO/  06/  I I / 2011 ,     tangga l    14  

Pebruar i  2011,

  per iha l  :   Teguran  2,    yang    d i t u j ukan  

kepada   DESMON   T.

  RUMIMPUNU,   SH.  Pengelo la  Nelayan  Sea  food  

Restouran t  ;

11. Bukt i  T.7 .c :  Sura t    dar i  Kepala   Dinas  

Perhubungan    Komunikas i   Dan

   In fo rmat i ka     Kabupaten        Minahasa ,  

Nomor      :     800/

   DISHUBKOMINFO/  13.a / I I / 2 011 ,  tangga l    18  

Pebruar i  2011,

   per i ha l :  Pencabutan  Sura t  I j i n  Sewa Tanah  

Dan Penggunaan

   Pera i r an ,  yang  d i t u j u kan  kepada    DESMON T.  

RUMIMPUNU,

   SH.  Pengelo la  Nelayan  Sea food  Restouran t  ;  

12. Bukt i  T.8  :  Sura t   Iz i n  Sewa Tanah  Dan Penggunaan  

Pera i r an ,   Nomor :

      800/DPT/11 / IV /2003 ,  tangga l  23 Apr i l  2003  

;  

13. Bukt i  T.9  :  Sura t    Pernya taan     dar i    DESMON 

T.   RUMIMPUNU,  SH,  

   te r t angga l  22 November  2001 ;

14. Bukt i  T.10  :  Sura t     Per jan j i a n /Pe rse tu j uan ,  

ten tang     Sewa    Menyewa

   Tanah  Dan Penggunaan   Pera i r an ,   Nomor   :  

800/DPT/11 / IV /

Disclaimer
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   2003,  tangga l  23 Apr i l  2003 ;  

15. Bukt i  T.11  :  Sura t  Keputusan  Bupat i   Minahasa   Nomor  

:   1036/ IG /EKON/

   VI /2007 ,   tangga l   08    Jun i   2007,  

ten tang     Pember ian    I j i n

   Gangguan,  Kepada DESMON T.  RUMIMPUNU, SH ;

16. Bukt i  T.12  :  I j i n   Usaha    Par iw i sa ta ,  Nomor  :  

18/PAR/RM. . / I / 2 005 ,  tangga l  

   18   Januar i  2005 ;

Menimbang,  bahwa  Ter gugat  d ipe rs i dangan  juga  

te lah  mengajukan  1   ( satu )  orang  saks i  ah l i  dan  te lah  

member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah/ jan j i  yang  pada 

in t i n ya  sebaga i    ber i ku t  :

Saks i  1.  JANTJE D.  SUOTH, SH.

-  Bahwa Sura t   Pember i t ahuan   yang   d ike lua rkan   o leh  

Tergugat        bukan

  merupakan    keputusan   Tata  Usaha Negara    yang   dapat  

d i j ad i kan    ob jek

  gugatan .     

- Bahwa . . . . . . . /  

24.

-  Bahwa   Sura t   Pember i t ahuan    te rsebu t     adalah  

suatu      tegoran     yang

  masih     da lam       suasana     hukum    perda ta ,  

semacam    somasi     agar

  supaya    p ihak    Pemegang     I j i n     secara   sukare la  

menyerahkan   tempat

  d imaksud    tanpa   tun tu tan   gant i   rug i  ;

-  Bahwa   apab i l a     Pemegang    I j i n   t i dak   memenuhi  

atau     t i dak    dengan

  sukare la       menyerahkan    tempat      te rsebu t ,  

maka      d is i n i l a h     p ihak

  Tergugat   akan  menggunakan  sega la   kewenangannya  ;

-  Bahwa  Pember ian    Kuasa   yang    d ikena l   da lam  hukum 

perda ta  adalah

   suatu  perse tu j uan   yang      mana       sesorang  

member ikan     kekuasaan

Disclaimer
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   kepada      orang      la i n      yang    mener ima     untuk  

dan    atas    namanya

   menyelenggarakan  urusan  Pember i   Kuasa ;   

-  Bahwa  Kuasa   Khusus   ya i t u  mengatu r  sebag ian   ha l  

te r t en tu ,    sedangkan

  Kuasa  Umum ya i t u   mengatur   se lu ruh   kepent i ngan  

Pember i  Kuasa ;

-  Bahwa   fak ta   hukum   adalah    sura t   i j i n   sewa,  

sura t   per j an j i a n / kon t r a k ,

  maupun sura t  pernya taan ,   semua  te r ca ta t   atas   nama 

Pener ima   Kuasa

  yang     menyatakan   ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama 

Penggugat    (Pember i

  Kuasa)  ;

-  Bahwa    yang  seharusnya      ber t i ndak     sebaga i   

Penggugat     ada lah

  DESMON T.   RUMIMPUNU   dan   t i dak    sepantasnya   I r .  

YANNI    WEKU

  mengajukan   gugatan .

Menimbang,  bahwa pihak   Penggugat ,  te l ah  mengajukan  

Kesimpulannya  pada  tangga l  21  Apr i l  2011,  sedangkan  

Tergugat  mengajukan  Kesimpulan  pada  tangga l  14  Apr i l  

2011.  Kesimpulan   p ihak  Penggugat  dan  Tergugat  te rsebu t  

te lah  dipe la j a r i  dan diper t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  para  pihak  mohon 

putusan  ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  d ia tas  ;  

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  o leh  Penggugat  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  adalah  :  Surat  Nomor 100/11 /26  tanggal  27  Desember  

2010  per iha l  Pemberi tahuan ,  yang  di te rb i t kan  oleh  

Tergugat  ;  

Menimbang. . . . . . . /  

25.
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Menimbang,  bahwa  a lasan  Penggugat  mengajukan  

tun tu tan  agar  ob jek  sengketa  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  ada lah  karena  da lam proses  penerb i t an  Sura t  Nomor  :  

100/11 /26  tangga l  27  Desember  2010  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Daerah  Nomor  13  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas     Pera tu ran     Daerah     Kabupaten     Minahasa  

Tentang  Kewenangan  Atas  Jen is  Pener imaan  Pada  Dinas  

Perhubungan  dan  Telekomunikas i  Kabupaten  Minahasa,  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Nomor  10  Tahun  1999  

Tentang  Ret r i bus i  Iz i n  Gangguan  dan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  te lah  menanggap inya  mela lu i  jawabannya  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  penerb i t an  objek  

sengketa  te l ah  sesua i  dengan pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

(AAUPB)  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

pihak  Tergugat  te lah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  

te rmuat  da lam  Sura t  Jawaban  Tergugat  pada  tangga l  17  

Februar i  2011 yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  

a. Except io  In  Persona

1. Bahwa  DESMON  T.  RUMIMPUNU,  SH adalah  pemegang 

Sura t  I j i n  Sewa  Tanah  dan  Penggunaan  Pera i r an  

Nomor  :  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  

2007  untuk  menggunakan  sebag ian  lahan / t anah  

pes is i r  panta i / pe r a i r an  Desa  Kalasey  Kecamatan  

Pine leng  guna membangun usaha  rumah makan ;  

2. Bahwa  oleh  karena  Tergugat  (Pemer in tah  Daerah  

Kabupaten  Minahasa)  hendak  memanfaatkan  lahan  

yang  te lah  disewakan  i t u ,  maka sesua i  Sura t  I j i n  

Sewa  Tanah  dan  Penggunaan  Pera i ran  

Nomor  :  800/DPT/16 / IX /2007 ,  tangga l  03  September  

2007  pada  but i r  d,  ser ta  Sura t  Pernya taan  

te r t angga l  03  September  2007  yang  d i t anda tangan i  

o leh  pemegang i j i n  dan/a tau  penyewa,  maka tangga l  

27 Desember  2010,  Terguga t  mela lu i  Sura tnya  Nomor 

Disclaimer
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:  100/11 /26  tangga l  27  Desember  2010  (ob jek  

gugatan)  member i t ahukan  kepada  se lu ruh  pemegang  

i j i n  te rmasuk  kepada  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH agar  

segera  mengosongkan  lokas i  yang  di tempat i  

sebaga imana i j i n - i j i n  d imaksud  ;

3.Bahwa. . . . . . . /  

26.

3. Bahwa karena  Penggugat  menjad ikan  Sura t  Nomor  :  

100/11 /26  tangga l  27  Desember  2010  sebaga i  ob jek  

gugatan ,  sedangkan  sura t  te rsebu t  ada  dan  t imbu l  

karena  adanya  Sura t  I j i n  Sewa Tanah  dan Penggunan  

Pera i r an  Nomor  :  800/DPT/16 / IX /2007  tangga l  03 

September  2007  atas  nama   DESMON  T.  RUMIMPUNU,  

SH ser ta  Sura t  Pernya taan   tangga l  03  September  

2007  yang  dibua t  dan  di t anda tangan i  o leh  DESMON 

T.  RUMIMPUNU,  SH maka  hal  te rsebu t  membukt i kan  

bahwa  Penggugat   bukan lah  sub jek  hukum  yang  

di t u j u  oleh  objek  gugatan  ;  

4. Bahwa  karena  Penggugat  bukan lah  te rmasuk  pihak  

yang  di t u j u  oleh  objek  gugatan  maka  Penggugat  

t i dak  memi l i k i  lega l  stand ing  atau  persona  stand i  

in   jud i c i o  untuk  mengggugat  ob jek  gugatan  karena  

Penggugat  bukan  orang  yang  berhak  dan  mempunyai  

kedudukan  hukum untuk  i t u  (excep t i o  in  persona)  ;  

b. Error  In  Objecta

1. Bahwa  karena  objek  gugatan  hanya lah  sura t  

pember i t ahuan  yang  d ibua t  karena  adanya  Sura t  

I j i n  Sewa  dan  Penggunan  Pera i r an  Nomor  :  

800/DPT/16 / IX /2007  tangga l  03  September  2007 ,  

maka yang  merupakan  sura t  keputusan  Pejaba t  Tata  

Usaha Negara  ada lah  Sura t  I j i n  Sewa dan Penggunan  

Pera i r an  Nomor  :  800/DPT/16 / IX /2007  te rsebu t  dan  

bukan  Sura t  Nomor  :  100/11 /26  tangga l  27 Desember  

2010 sebaga i  ob jek  gugatan  ;  

2. Bahwa  oleh  karena  yang  di j ad i kan  Penggugat  

sebaga i  ob jek  gugatan  adalah  Sura t  Nomor  :  

100/11 /26  tangga l  27  Desember  2010  tangga l    27 
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Desember  2010  dan  bukannya  Sura t  I j i n  Sewa dan  

Penggunan  Pera i r an  Nomor  :  800/DPT/16 / IX /2007  

tangga l  03  September  2007,  maka  Penggugat  te l ah  

ke l i r u  karena  menggugat  Sura t  Nomor  :  100/11 /26 ,  

tangga l  27 Desember  2010 (e r ro r  in  ob jec ta )  ;  

c. Gugatan Penggugat  Prematur

1. Bahwa memperhat i kan  pos i t a  angka  9 gugatan  a quo 

dida l i l k a n  bahwa  Penggugat  baru  mengetahu i  dan  

mendapat  sura t  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  (ob jek  

gugatan)  te rsebu t  pada tangga l  27 Desember  2011 ;  

2. Bahwa oleh  karena  gugatan  dia jukan  Penggugat  pada  

tangga l             18  Januar i  2011  sedangkan  

Penggugat  baru  mengetahu i  ob jek  gugatan  pada  

tangga l  27  Desember  2011,  seh ingga  hal  te rsebu t  

membukt i kan  bahwa  belum  saatnya   Penggugat  

mengajukan   gugatan  a quo   sebab  

hak. . . . . . . /  

27.

hak  untuk  menggugat  ob jek  gugatan  nant i  muncul  

sete lah  tangga l  27 Desember  2011 ;  

3. Bahwa  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  yang  

dia j ukan  Penggugat  pada  tangga l  18  Januar i  2011  

merupakan  gugatan  yang   bers i f a t  prematu r  ;  

Menimbang,  bahwa  per tama- tama  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  except i o  in  persona .  Maksud  ekseps i  

te rsebu t  angka      1 sampai  dengan  angka  4,  Maje l i s  Hakim 

menyimpulkan  bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  lega l  

s tand ing  te rhadap  perkara  in i  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kete rangan  Saks i  

FRANSISKUS GOSAL dan  JASON MAMUAJA member i kan  kete rangan  

dibawah  sumpah  te rungkap  suatu  fak ta - fak ta  hukum 

dipers i dangan  sebaga i  ber i ku t  :  
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- Bahwa  Pimp inan  dan  Pemi l i k  Rumah  Makan  Nelayan  

ada lah  Penggugat  ;  

- Bahwa Saks i  ada lah  Karyawan Pengggugat  ;  

- Bahwa  Saks i  d iper i n t ahkan  oleh  Penggugat  untuk  

membel i  bahan- bahan  bangunan  seper t i  kayu  ke lapa ,  

batu  te l a ,  semen  dan  seng  ket i ka  Rumah  Makan 

Nelayan  sedang  d ibangun  ;  

- Bahwa Saks i  ser ing  menyupla i  bahan- bahan  makanan ke  

Rumah Makan Nelayan  atas  per in t ah  Penggugat  ;  

- Bahwa Saks i  te r l i b a t  proses  pengurusan  semua i j i n -

i j i n  yang  berka i t an  dengan  Rumah Makan Nelayan  atas  

nama  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH akan  te tap i  sega la  

biaya  yang  t imbu l  da lam proses  pengurusan  i j i n - i j i n  

te rsebu t  d ib iaya i  o leh  Penggugat  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Saks i  bernama  DESMON 

T.  RUMIMPUNU,  SH se laku  Pemegang I j i n  Rumah Makan Nelayan  

menerangkan  bahwa,  Saks i  hanya  sebatas  mengoperas i kan  

di l apangan  akan  te tap i  pemi l i k  Rumah Makan Nelayan  ada lah  

Penggugat  dan  semua b iaya  yang  d igunakan  untuk  mengurus  

proses  per i j i n an  yang  berka i t an  dengan  Rumah  Makan 

Nelayan  dib i aya i  o leh  I r .  YANNI WEKU    (Penggugat ) ;  

Menimbang. . . . . . . /  

28.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Akta  Pengakuan  dan  

Kuasa  Nomor  :  18   te r t angga l  22 Agustus  2007  yang  d ibua t  

d ihadapan  Notar i s  Cindy  Punuh,  SH.  MH (v i de  bukt i  P.9) ,  

yang  pada is i nya  menerangkan  bahwa walaupun  i j i n  te r t u l i s  

Nomor  :  1036/ I6 /Ekon /V I  te r t angga l  08  Jun i  2007  ten tang  

pember ian  bangunan  rumah  makan/Rumah Makan  Nelayan  atas  

nama DESMON         T.  RUMIMPUNU,  SH te tap i  sesungguhnya  

sega la  b iaya  pero lehan  i j i n  dan  pembangunan  ser ta  

pe laksanaan  rumah  makan/Rumah  Makan  Nelayan  te rsebu t  

d ike lua r kan  o leh  I r .  YANNI WEKU (Penggugat )  ;  
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  kedudukan  ( lega l  s tand ing )  

Penggugat  da lam perkara          in i  je l as  sebaga i  Pemi l i k  

Rumah Makan Nelayan  dan oleh  karena                  i t u  

Penggugat  mempunyai  hak  untuk  menggugat  seh ingga  eksesp i  

Tergugat  yang  menyatakan  Penggugat  t i dak  mempunyai  hak  

untuk               menggugat     ( l ega l  stand ing )  adalah  

t i dak  bera lasan  hukum seh ingga  harus  di to l a k  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  Tergugat  yang  kedua  yang  pada  

pokoknya  mempermasalahkan  mengenai  er ro r  in  ob jec to ,  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  da lam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Nomor  :  100/11 /26  tangga l  27 

Desember  2010  per i ha l  Pember i t ahuan ,  apakah  merupakan  

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  yang  

dimaksud  dalam keten tuan  Pasal  1  ayat  (9 )  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  berbuny i  :  “ Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua r kan  oleh  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  seseorang  atau  badan hukum perda ta ”  ;  

Menimbang,  bahwa  syara t  suatu  keputusan  dapat  

d ika takan  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  dapat  

menjad i  ob jek  sengketa  dalam Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Konkr i t . . . . . . . /  

29.

 

- Konkri t  :  ob jek  yang  d ipu tuskan  da lam  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara
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                     i t u    t i dak    abst rak    te tap i  

berwu jud     te r t en tu     atau    dapat  

                     d i t en tukan .  

Dalam    ha l   in i  Sura t  Nomor  :  100/11 /26  

tangga l  27 Desember  

2010     per iha l  Pember i t ahuan   yang  

di t e rb i t k an  o leh   Tergugat   

t ermasuk       da lam     penger t i an     konkr i t  

karena    ob jek  yang 

dipu tuskan    da lam   Keputusan   Tata   Usaha 

Negara   te rsebu t

t i dak  abst rak  te tap i  berwu jud  ya i t u   mengenai  

Pember i t ahuan   

   yang    d i t u j u kan    kepada      Rumah   Makan 

Nelayan    untuk

                       mengosongkan  lokas i  ;  

- Ind iv idua l :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  

t i dak  di tu j u kan  untuk  umum 

                     te tap i  te r t en t u  ba ik  alamat  maupun 

hal  yang  d i t u j u .

Dalam  hal  in i  Sura t  Nomor  100/11 /26  tangga l  

27  Desember  2010  per iha l  pember i t ahuan  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  d i tu j ukan  kepada  

Rumah Makan  Nelayan  seh ingga  sura t  te rsebu t  

te l ah  memenuhi  unsur  ind i v i dua l  ;  

- F i  n a l  :  Sudah  def i n i f  dan  karenanya  menimbulkan  

ak iba t  hukum.

Dalam  hal  in i  Sura t  Nomor  100/11 /26  tangga l  

27  Desember  2010  per iha l  Pember i t ahuan  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  te rmasuk  dalam 

penger t i an  f i na l  karena  dalam  penerb i t an  

objek  sengketa  a  quo  sudah  t i dak  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  ins tans i  la i n  atau  ins tans i  

atasan  seh ingga  menimbulkan  ak iba t  hukum 

berupa  pengosongan  Rumah Makan Nelayan ;  

 Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam 

perkara  te l ah  memenuhi  unsur  yang  disya ra t kan  oleh  Pasa l  

1 ayat  (9 )              Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009  
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t entang  Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  t entang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  oleh  karena  i t u  

eksesp i  Terguga t  mengena i  er ro r  in  objec to  adalah  t i dak  

bera lasan  hukum seh ingga  harus  di to l ak  ;  

Menimbang,  bahwa  mengenai  ekseps i  Tergugat  yang  

ket i ga  yang  pada  pokoknya  mempermasa lahkan  mengenai  

gugatan  Penggugat  prematu r ,   Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  55  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang    Nomor    5   Tahun   1986    t entang  

Perad i l an   Tata    Usaha 

Negara . . . . . . . /  

30.

Negara  yang  berbuny i  :  “Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  

dalam tenggang  waktu  sembi lan  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  

di t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara”  ;  

Menimbang,  bahwa  Penggugat  baru  mengetahu i  dan  

mener ima  ob jek  sengketa  a  quo  sebaga imana  pada  pos i t a  

angka  9,  tangga l                  27 Desember  2010  bukan  

tangga l  27  Desember  2011  sebag aimana  di l u r uskan  dalam 

Repl i k  Penggugat  tangga l  03  Maret  2011  dan  

gugatan  Penggugat  te l ah  dida f t a r kan  d i  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha   Negara  Manado  pada  tangga l  18 

Januar i  2011,  seh ingga          gugatan  Penggugat  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  har i  sesua i  dengan  Keten tuan  

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  t entang  

Perubahan  Atas   Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  oleh  karena  i t u  ekseps i  

Tergugat  yang menyatakan  gugatan  Penggugat  prematu r  t i dak  

bera lasan  hukum     seh ingga  harus  d i t o l a k  ;  
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Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  pokok  perkara ,  te r l eb i h  dahulu  akan  

mempert imbangkan  kepent i ngan  Penggugat  da lam  mengajukan  

gugatan  sengketa  a quo  ;  

Menimbang,  bahwa  mengenai  unsur  kepent i ngan  

te rsebu t  menuru t  Maje l i s  Hakim  ada lah  merupakan  unsur  

yang  sangat  essens ia l  yang  merupakan  sa lah  satu  syara t  

fo rma l  untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  

Menimbang,  bahwa  kepent i ngan  da lam  mengajukan  

gugatan  berpedoman  pada  keten tuan  pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor          9  Tahun  2004  t entang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  :  “Orang  atau  

badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  

oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s        kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  

yang  ber i s i  tun tu tan  agar         Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  

rug i  dan/a tau  di rehab i l i t a s i ”  ;  

Menimbang. . . . . . . /  

31.

Menimbang,  bahwa mengenai  bentuk - bentuk  kepent i ngan  

secara  khusus  te l ah  dia tu r  da lam keten tuan  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  t entang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004    t entang    Perubahan  

Atas     Undang- Undang   Nomor   5   Tahun   1986 t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009   t entang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  t entang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim  akan  meru juk  pula  pada  

dokt r i n  INDROHARTO, SH dalam bukunya  yang  ber judu l  Usaha  

Memahami  Undang- Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 
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Negara  buku  I I  ha laman  37  dan  Yur i sp rudens i  Perdata  

dimana  penger t i a n  kepent i ngan  mengandung  dua  ar t i ,  

ya i t u  :  

1. Kepent i ngan  yang  meru juk  kepada  ni l a i  yang  harus  

di l i n dung i  o leh  hukum,  yang  mel ipu t i  :  

a. Kepent i ngan  da lam  ka i t annya  dengan  yang  

berhak  menggugat  ya i t u  kepent i ngan  

Penggugat  send i r i  yang  bers i f a t  pr ibad i ,  

langsung  dan objeknya  dapat  d i t en tukan  ;  

b. Kepent i ngan  da lam  ka i t annya  dengan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merug ikan  

di r i  Penggugat  secara  langsung  ;  

2. Kepent i ngan  berproses  ar t i n ya  apa  yang  hendak  

dicapa i  dengan  melakukan  proses  gugatan  yang  

bersangku tan  ;  

Menimbang,  bahwa  pada  keten tuan  sebaga imana  

diu ra i kan  dia tas ,  menuru t  pendapat  Maje l i s  Hakim  dapat  

d ika takan  ada  kepent i ngan  apab i l a  ada  hubungan  hukum 

anta ra  Penggugat  dengan  keputusan  objek  sengketa  yang  

s i f a t nya  langsung  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saks i - saks i  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  yang  menerangkan  pada  pokoknya  

bahwa  Rumah Makan  Nelayan  ada lah  mi l i k  I r .  YANNI  WEKU 

(Penggugat )  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Sura t  I j i n  Sewa Tanah  

dan  Penggunaan  Pera i r an  Nomor  :  800/DPT/ IX /2007  

te r t angga l  03  September  2007  (v i de  bukt i  P.  3  idem T.1)  

Rumah Makan  Nelayan  dibangun  dia tas  lahan  tanah  pes is i r  

panta i  mi l i k  Tergugat .  Bahwa pemegang i j i n  sewa tanah  dan  

bangunan     pera i r an      ada lah    DESMON  T.   RUMIMPUNU,  

SH  dan       

da lam. . . . . . . /  

32.
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dalam  sura t   i j i n  te r sebu t  te lah  dia tu r  dan  di tegaskan  

secara  je l as  pada    huru f  d   yang  menyatakan  bahwa 

pemegang i j i n  t i dak  akan  menuntu t  dan t i dak  akan  mendapat  

gant i  rug i  dalam  bentuk  apapun  j i k a  sewaktu - waktu  

Pemer in tah  dalam  hal  in i  Dinas  Perhubungan  dan  

Telekomunikas i  memutusakan  kont rak  karena  lahan  dar i  

pera i r an  yang  digunakan  dan  dimanfaa tkan  o leh  Pemer in tah  

Kabupaten  Minahasa  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  T.7 c ya i t u  Sura t  

Nomor  :  800/DISHUBKOMINFO/13.a / I I / 2 011  te r t angga l  18 

Februar i  2011  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa 

Tergugat  te lah  mencabut  Sura t  Nomor  :  800/DPT/ IX /2007  

te r t angga l  03 September  2007  ten tang  I j i n  Sewa Tanah  dan  

Penggunaan  Pera i r an  dengan masa ber laku  03 September  2007  

sampai  dengan  03  September  2012 ,  ser ta  Sura t  Nomor  :  

800/DPT/ IX /2007  te r t angga l  03 September  2007 ten tang  I j i n  

Sewa Tanah  dan  Penggunaan  Per i r an  dengan  masa ber laku  03 

September  2007  sampai  dengan  03  September   2022   dan 

Sura t   Per jan j i a n /Pe r se tu j uan    Tanah    dan   Pera i r an  

Nomor  :  800/DPT/06 / IX / 2007  tangga l  03  September  2007  dan  

menyatakan  bata l  demi  hukum seh ingga  t i dak  ber laku  lag i  

ket i ga  sura t  te rsebu t  se jak  tangga l  18 Februar i  2011 ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  

Hakim d ia tas  dika i t k an  dengan keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor            9  Tahun  2004  t entang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  dokt r i n  I NDROHARTO,  SH 

yang  te lah  dipaparkan  dia tas  dihubungkan  dengan  bukt i  

T.7 c  (berupa  Sura t  Nomor  :  

800/DISHUBKOMINFO/13.a / I I / 2 011  te r t angga l  18  Februar i  

2011  per iha l  pencabutan  I j i n  Sewa Tanah  dan  Penggunaan  

Pera i r an )  maka  Penggugat  dan  DESMON T.  RUMIMPUNU,  SH 

sudah  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  dia tas  

Maje l i s  Hakim  menyimpulkan  bahwa  Penggugat  t i dak  
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mempunya i  kepent i ngan  te rhadap  perkara  a quo  ;  

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan  maka  Maje l i s  Hakim  t i dak  per lu  lag i  

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkara  ;  

Menimbang. . . . . . . /  

33.

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

t i dak  memenuhi  syara t  fo rma l i t a s  gugatan  dan  Penggugat  

t i dak  mempunyai  kepent i ngan  dalam  perkara  a  quo  maka 

te rhadap  Penetapan  Penundaan  Nomor  :  02/G/Pen/2011 /PTUN.  

Mdo   tangga l  26 Januar i  2011  per iha l  per in t ah  untuk  

mengosongkan  lokas i  Rumah  Makan  Nelayan ,  d icabu t  dan  

sudah  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum ;  

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  dan  Penggugat  ada lah  sebaga i  p ihak  yang  

ka lah ,  Penggugat  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  besarnya  akan  d isebu tkan  dalam amar  Putusan  in i  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  a la t - ala t  bukt i  se leb ihnya  

oleh  karena  t i dak  re levan  dengan  per t imbangan  Putusan  

in i ,  sesua i  dengan kewenangan  yang  dia tu r  da lam Pasal  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  maka ala t  bukt i  te rsebu t  te tap  di l amp i r kan  

dan menjad i  satu  kesatuan  dalam berkas  perkara  ;  

Menginga t  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

te rakh i r  dengan           Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  

pera tu ran  Perundang- undangan  dan  keten tuan  hukum 

la i nnya  ;  

M  E  N  G  A  D  I   L  I

DALAM PENUNDAAN :
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- Mencabut  Penetapan  Penundaan  Nomor  :  

02/G/Pen /2011 /PTUN.  Mdo  tangga l  26 Januar i  2011,  

per iha l  per in t ah  untuk  mengosongkan  lokas i  Rumah 

Makan Nelayan  ;

DALAM EKSEPSI  :

-  Menolak  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

yang  pada  perad i l an  t i ngka t  per tama  dipe rh i t ungkan  

sebesar  Rp 101.000 , -  (se ra tus  satu  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian . . . . . . . /  

34.

Demik ian  dipu tus  dalam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  pada  har i  Rabu,  tangga l  04  Mei  2011  oleh  

kami  M.  ILHAM LUBIS,  SH  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  

BUDI  HARTONO,  SH dan  FAJAR WAHYU JATMIKO,  SH  masing -

masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  Putusan  mana  d ibacakan  

dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  

KAMIS,  tangga l  05 MEI  2011 oleh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  d i  

atas ,  dengan  diban tu  oleh  ALFRED  ZACHARIAS PAAT,  SH,  

Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado 

dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat  dan  Kuasa  

Tergugat .   

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,                                    HAKIM 

KETUA MAJELIS,     

           t t d .  

metera i  + t t d .  

BUDI  HARTONO,  SH.  

M. ILHAM LUBIS,  SH.
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           t t d .    

FAJAR W. JATMIKO,  SH.                              

       PANITERA PENGGANTI,  

t t d .  
  

                     ALFRED  Z.  

PAAT,  SH.

 

 

35.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

                  1.  P N B P :  Rp.     30.000 , -

       2.  Panggi l an :  Rp.     60.000 , -

       3.  Metera i :  Rp.       6.000 , -

                  4. Redaks i                   :    Rp.           5.000 , -  

Tota l                   =      Rp.  

101. 000, -

 

( sera tus  satu  r i bu  rup iah  )
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